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ABSTRAK 
 

Siti Noormala. Implementasi Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan dalam 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 (Studi Kasus di Desa 

Pandahan). Skripsi, Pembimbing: Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. pada 

Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin, 2026.  

 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Desa Tanpa Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam 

pembangunan desa sehingga diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah menerbitkan Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendukung pencapaian SDGs Desa, 

khususnya Desa Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang 

pembangunan desa tanpa kemiskinan di Desa Pandahan serta mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan 

yang berasal dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Desa Pandahan, serta 

masyarakat Desa Pandahan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 

secara kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 63 Tahun 2023 di Desa Pandahan dilaksanakan melalui perencanaan 

pembangunan yang partisipatif, pendataan masyarakat berbasis SDGs Desa, 

penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), program bedah rumah, pembangunan 

sarana sanitasi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur desa. 

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan pemerintah daerah, 

ketersediaan Dana Desa, data SDGs Desa, pendampingan DPMD, dan partisipasi 

masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, 

perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi 

sebagian masyarakat, dan faktor cuaca. Secara umum, implementasi peraturan 

tersebut telah berjalan cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta mendukung terwujudnya SDGs Desa, khususnya 

tujuan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Pandahan. 

 

 


